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Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan 
manusia, sebab tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan dalam 
melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Bardasarkan 
peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas Dan 
Tarif Batas Bawah Angkutan Umum Penumpang Antar Profinsi Kelas Ekonomi 
jarak Bandar Lampung Pringsewu tarif yang berlaku yaitu Rp. 6000 – Rp. 7000, 
akan tetapi pihak penyedia jasa bus membebankan tarif di atas ketentuan tersebut 
dengan tambahan sekitar Rp.10000 – Rp.25000 dari tarif normal yang berlaku. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan 
Peraturan Gubenur Lampung No.06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan   
umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu dan bagaimana 
analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No. 06 
Tahun 2016  tentang petetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek 
Bandar Lampung-Pringsewu. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk 
mengetahui  pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 
tentang tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-
Pringsewu, dan  pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Paraturan 
Gubenur No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (failed risearch), dengan 
mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah bus kelas ekonomi trayek 
Bandar Lampung - Pringsewu, yang meliputi kondektur, sopir, penumpang, dan 
Dinas Perhubungan Profinsi Lampung.  Dengan teknik sampeling yaitu 20% dari 
jumlah populasi. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap editing, 
systematizing kemudian data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif dengan 
kerangka berfikir deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pelaksanaan Peraturan Gubenur 
No.06 Tahun 2016 tidak sepenuhnya dilaksanakan, bahkan jauh dari hal tersebut 
masih ada kondektur  atau penyedia jasa bus yang belum mengetahui peraturan 
tersebut. Penyedia jasa tranportasi cenderung memberikan tarif seenaknya, jauh 
lebih tinggi  Rp. 10000 – Rp. 25000 dari tarif normal. Hal ini tentu sangat 
merugikan masyarkat. Dalam pandangan hukum Islam hal ini tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip bermuamalah dalam akad Ijarah, dimana terjadi kecurangan, 
pemaksaan dan ketidak relaan kedua belah pihak, serta ketidakjujuran dari 
penyedia jasa bus dalam transaksi tersebut sehingga menjadikan akad tersebut 
tidak sah. Pemilik bus juga  melanggar peraturan daerah yang dalam pandagan 

















َا َُّٓيأَٰٓ  َي  ٍَ يِزَّنٱ  ْإُعيَِطأ ْا َٰٕٓ َُُياَءللها ْإُعيَِطأ َٔ َلُٕس َّشنٱ  ِين ْٔ ُأ َٔ ِش أَي ألۡٱ  ٌَِئف ۡۖ أىُكُِي
 َىِنإ ُِٔ ُّدَُشف ٖء أيَش ِيف أُىت أعَز  ََُتٱلله َٔ ِلُٕس َّشنٱ  ِب ٌَ ُُِٕي أُؤت أُىتُُك ٌِإ ِ َّللّٱ  َٔ ِو ٕأ َي أنٱ 
  ِشِخَٰٓ ألۡٱ  َس أَحأ َٔ  ٞش أيَخ َِكن
 َر ٍُ  الًئِ
أَأت٩٥   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”1 
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A. Penegasan Judul 
 
Sebagai kerangka awal agar mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam  memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian atas 
penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan  skripsi ini. 
Agar tidak terjadi kesalahpahan. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Hukum 
Islam Terhadap Peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi Studi Pada Bus Ekonomi 
Trayek Bandar Lampung-Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung. Untuk itu 
perlu penulis uraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut. 
1. Analisis didalam kamus besar bahasa indonesia yaitu peneyelidikan terhadap 
suatu peristiwa (karangan, perbuatan,dsb) untuk mengetahui keadaan yang 
sebenar-benarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dsb).
2
 
2. Hukum Islam adalah kumpulan peraturan dalam ajaran islam yang 
menyangkut ketentuan hukum  dalam Islam yang berhubungan dengan amal 
perbuatan manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran 
untuk tidak berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih 
antara berbuat dan tidak berbuat.
3
  
                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta : PT Gramedia  Pustaka Utama,  2011), h. 58. 
3
 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 1 Cetakan Ke-VI, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 





Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum Islam adalah 
ketetapan hukum yang ditemukan langsung oleh Allah yang terdapat dalm 
Al-Quran dan penjelasan-penjelasan Nabi Muhamad SAW yang kini dapat 
kita baca dalam kitab-kitab hadis.
4
 
Prof. Dr. T.M. Hasbi Asshiediqy dalam kitabnya Fiqih Muamalah 
mengartikan hukum islam yaitu segala yang dikeluarkan yang (ditetapkan) 
Allah untuk manusia, baik baik yang berupa perintah maupun tata aturan 
amamliah yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan masyarakat 
satusama lainnya dan membatasi tindakan mereka.
5
  
3. Peraturan gubenur adalah Peraturan daerah profinsi yang dibuat oleh dewan 
perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubenur.
6
 




5.  Tarif diartikan harga satuan jasa, aturan pungtan, daftar bea masuk.8 
6. Angkutan umum merupakan moda transportasi darat untuk umum.9 
Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan 
sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum 
penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan 
air dan angkutan udara. 
                                                             
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta : Balai 
Pustaka, 1998), h.25. 
5
 Hasbi Assiediqy, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.31. 
6 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Rajawali Press, 
2013), H.178. 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit.,h.1457. 
8
 Ibid, h.1405. 





Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maka  yang dimaksud 
dalam judul skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubenur 
Lampung No. 06 Tahun 2016 yang mengatur tentang penetapan tarif angkutan 
umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu, yang memuat 
tentang aturan tarif batas atas dan tarif batas bawah, tarif angkutan umum bus 
kelas ekonomi di seluruh Lampung. Serta analisis  hukum Islam tentang 
pelaksanaan  Peraturan Gubenur Lampung  No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Tarif  bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu.  
B. Alasan Memilih judul 
1. Alasan objektif, melihat semakin sedikitnya msayarakat menggunakan 
tranportasi umum dikarenakan mahal dan tidak sesuainya tarif angkutan 
umum. Ditengah permasalahan polusi udara,  kemacetan, konsumsi bahan 
bakar yang  besar maka dibutuhkannya moda trasnportasi umum yang baik, 
nyaman, serta terjangkau bagi seluruh  masyarkat guna mobilisasi melakukan 
usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjawab permasalahan di atas serta menjadi masukan dan pemahaman 
kepada pihak-pihak yang terkait dengan angkutan umum sehingga perlu 
pembahasan bagaimana pandangan hukum  Islam terhadap kegiatan 
muamalah tersebut.  Penelitian terdahulu tentang tarif yaitu Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 





2. Alasan subjektif, ditinjau dari bahasan, maka skripsi ini sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum IAIN Raden Intan Lampunng. 
 
C. Latar Belakang 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang 
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan 
kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang 
dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau 
mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam 
trayek. 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992  juga  mengatur tentang tarif 
angkutan umum yaitu terdapat dalam pasal 42, yang berbunyi: “Dalam 
penetapkan struktur dan golongan tarif pemerintah memperhatikan 
kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaa umum,pemerintah 
menetapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan 
masyarakat luas”.10 
Peraturan Gubenur No. 06  Tahun 2016 tentang Pengaturan Tarif 
Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam dan Luar Profinsi 
Dengan Bus Ekonomi provisi Lampung disebutkan bahwa penetapan tarif 
                                                             





angkutan di ukur berdasarkan jarak dengan besarnya tarif dasar  angkutan 




Namun pada praktik di lapangan terdapat ketidaksesuaian antara tarif 
yang ditetapkan pemerintah dengan tarif yang dibebankan bus kepada 
penumpang  yang jika diukur perkilometer, maka jarak antara Pringsewu - 
Bandar Lampung  adalah dengan tarif Rp.6609.3.
12
 Namun yang terjadi 
dilapangan tarif ditetapkan  berbeda-beda, pelajar, mahasiswa, pegawai negri 
Rp.5000-Rp.10.000 penumpang umum Rp.15000- Rp25000, yang terlampau 
besar bila dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan. Kondektur bus juga 
menyamakan tarif  terhadap penumpang jarak dekat dengan jarak yang jauh, 
atau dalam istilah umumnya jauh dekat tarifnya sama. 
Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam 
hal berbagai bentuknya (yang tidak dibtasi), namun dibatasi dalam cara 
perolehan dan pemberdayaan hartanya (ada atauran halal dan haram). Dalam 
arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat. 
Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: 
 َّل ُدَي ْنَأ َّلاا ُةَحَابِلإا ِةَلَماَع
ُ
لدا فِ ُلْصَلأا  اَهِْيْرَْتَ َىلَع ٌلِْيلَد13  
                                                             
11 Pasal 2 Peraturan Gubenur Lampung  No 06 Tahun 2016 Tentang Peraturan Tarif Atas 
Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Profinsi Bus Umum Kelas 
Ekonomi Di Profinsi Lampung 
12
 Tarif Jarak = Tarif Dasar X Jarak (KM) + Jasa Raharja (Rp.60) Berdasarkan Pergub 
Nomor 06 Tahun 2016 
13
  Imam Jalaluddin, Abdurrohman As-Suyuti, Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa 
Furu'i Fiqhis Syafi'iyah, Cetakan Kedua, Muhaqqiq : Markas Kajian Dan Pembahasan Di 





“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil 
yang mengaharamkannya”.14 
Seperti terdapat dalam firman Allah STW, An-Nisa Ayat 29 yang 
berbunyi: 
  َي ََٰٓٓأت َلا ْاوُنَمَاء َنيِذَّلٱ اَهُّ َيأ ٓأوُلُك ََٰٓٓمأ ْا ٓأ َب مُكَل  َو ٓألِٱب مُكَن ٓأ َّلاِإ ِلِط َب َٰٓٓ  نَأ
 ضَار َت نَع ًَةر َِت َنوُكَتمُكنِّم  ٓ ٓأ  َلاَو قَت ٓأوُل ُت َٰٓٓ ْا مُكَسُفَنأ  ٓ ٓأ  َّنِإ للها َناَك
مُكِب ٓأ ميِحَر  ٓ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”15  
Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa Allah berfirman, 
“Kecuali dengan perdagangan yang suka-sama suka diantara kamu”. 
Maksudnya janganlah kamu melakukan paraktik paraktik yang diharamkan 
dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang 
disyariatkan dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.
16
. 
Dalam hal ini, yang penyusun teliti terkait dengan kebijakan 
penetapan tarif angkutan umum pada trayek Pringsewu - Bandar Lampung 
Studi Pada Terminal Raja Basa Lampung. Penelitian ini berfokus pada 
penetapan harga yang diberikan kepada penumpang bus yang tidak sesuai 
dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
                                                             
14 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqih Edisi Pertama,(Jakarta: Kencana, Cet Ke III, 
2003), h. 177. 
15 Al-Qur‟an Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya., ( Bandung: 
Diponogoro, 2005) h.83. 
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Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang penetapan tarif 
angkutan tersebut 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana  pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 
tentang penetapan tarif  angkutan umum oleh bus kelas ekonomi trayek 
Bandar Lampung-Pringsewu? 
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan 
Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan 
umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Gubenur No. 06 
Tahun 2016 tentang penetapan tarif amgkutan umum pada bus ekonomi 
trayek Bandar Lampung - Pringsewu. 
b. Untuk Mengetahui analisis hukum Islam  terhadap pelaksanaan  Peraturan 
Gubenur Lampung No.06 tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan 
umum bus ekonomi trayek Bandar Lampung - Pringsewu. 
2.  Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, untuk sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan 
dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi 
para pembaca dalam menambah pengatahuan yang berhubungan dengan 





b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi 
pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan Provinsi Lampung dan para 
penyedia jasa angkutan umum guna meningkatkan mutu pelayanan 




F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field 
Research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan 
sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan
17
 dalam rangka 
untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Adapun 
objek penelitian tersebut adalah angkutan umu yaitu Bus Kelas Ekonomi 
Trayek  Bandar Lampung - Pringsewu. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam 
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu system pemikiran 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini di 
diskripsikan tentang pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No 06 Tahun 
2016 tentang tarif angkutan umum pada bus kelas ekonomi dan analisis 
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hukum Islam  Tentang Pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No 06 
Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum yang berbeda dengan 
ketetapan pemerintah. 
2. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek 
penelitian. dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti 
bersumber dari sopir, kondrktur, penumpang, dan penyedia jasa bus. 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al- Qur‟an, Hadis 
Shahih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
ketentuan penetapan tarif angkutan umum yaitu peraturan Gubenur 
Lampung No 06 Tahun 2016 tentang tarif angkutan umum bus kelas 
ekonomi. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Yaitu 
data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan,sebagai materi 
pembahasan utama yaitu buku Fikih Muamalah karya Rahmad Syafi‟i, 
Hendi Suhendi, Haroen Nasron, buku Fiqih Ekonomi Syariah karya Dr. 
Rozalinda, Yusuf Qardawi, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman 





permasalahan ini. Sedang bahan hukum tersier yaitu kamus Hukum Islam, 
Kamus Fiqih  serta Kamus Besar Bahasa Indonesia 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan subjek/objek penelitian.
18
 Populasi 
dalam penelitian ini adalah pihak penyedia jasa angkutan umum bus 
ekonomi trayek Pringsewu – Bandar Lampung di Terminal Rajabasa 
Bandar lampung  yaitu sopir, kondektur, penumpang. Yakni 5 bis 
ekonomi dengan 5 kondektur, penelitian dilaksanakan  dalam waktu 
kurang lebih 3 hari , jika dalam 1 hari ada seratus penumpang dalam 1 bis  
maka ada 1500 penumpang dalam tiga hari, maka  populasi berjumlah 
1500 penupang dan 25  orang kondektur  bus. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 
diteliti. Berdasarkan buku Susiadi yang menyebutkan apabila subjeknya  
dari 100 atau  lebih baik di ambil semua. Jika objek lebih besar dapat di 
ambil antara 10-15% atau 20-25%.
19
 Berdasarkan populasi tersebut maka 
penulis mengambil sampel wawancara 10% yaitu 3 orang kondektur bus, 
150 orang penumpang bus kelas ekonomi trayek pringsewu. 
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
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Observasi adalah kegiatan penelitian yang di lakukan secara 
sistematis tentang objek yang diteliti dengan cara pengamatan dan 
pencatatan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang 
diteliti yang berada di lapangan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden.
20
 Melalui 
percakapan dan Tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh 
pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang di pahami individu 
mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini akan mewawancarai 
pihak-pihak yang terkait dengan penetapan tarif angkutan umum yaitu 
kepada sopir, kondektur, penyedia jasa layanan bus. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa 
buku-buku yang berhubungan dengan system Ujrah terhadap penetapan 
tarif angkutan umum dilapangan. 
5. Metode Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan data (editing) 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian 
data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau 
(raw data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
21
 Tujuanya yaitu untuk 
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menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di 
lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekuranganya dapat dilengkapi dan 
diperbaiki. 
b. Sistematika Data (systematizing) 
Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut 
kategori-kategori dan urutan masalah. 
6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode 
diskriptif analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menilai data hasil 
penelitian yang berkaitan dengan praktik pembulatan berat timbangan yang 
menyebabkan tarif berlipat tersebut, kemudian di analisis berdasarkan hukum 
Islam. 
 Pola fikir yang digunakan adalah Deduktif, yaitu suatu analisis 
berdasarkan data yang di peroleh, kemudian di kembangkan menjadi 
hipotesis.
22
 Dari pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan 
menjadi hipotesis yang bersifat umum. 
  
                                                             







SISTEM PENGUPAHAN DAN PENETAPAN HARGA OLEH 
PEMERINTAH  DALAM HUKUM ISLAM  
A. Upah-mengupah dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Upah-mengupah 
Upah atau yang disebut dengan Al-Ijaroh. berasal dari kata al- ajru 
yang arti menurut bahasa ialah al-„iwadh yang artinya ialah ganti dan upah.23 
Dalam arti luas Ijarah  merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran 
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal 
ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi 
barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi 
orangnya. 
Ada beberapa definisi Ijarah yang dikemukakan oleh para ahli fiqh.  
a. Menurut Ulama Syafiiyah Ijarah adalah: 
مولعم ضوعب ةح اب لإاو لذبلل ةلب اق ةم ولعم ةدوصقم ةعفنم ىلع دقع 
“Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah 
terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya” 
b. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah: 
ضوعب عفانلدا ىلع دقع 
“Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”24 
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114. 
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c. Munurut Malikiyah bahwa ijarah adalah: 
 ض ؤعب ةمؤلعم ة ةمولعم ةدم ةحابم ءيش عفانم كيلتم 
“Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam 
waktu tertentu”. 25 
d. Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
26
 
e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiw ijarah  adalah Akad yang objeknya 
adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat 
dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
27
 
f. Menurut Ahsin W. Alhafidz, M.A dalam buku Kamus Fiqh 
menyebutkan ijarah adalah akad pemindahan hak-hak guna atas barang 
atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahaan 
kepemilikan atas barang itu sendiri.
28
 
Berdasarkan  pendapat ulama dan mazhab diatas tidak 
ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi ijarah, tetapi 
dapat dipahami ada yang mempertegas  dan memperjelas tentang 
pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka 
waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa 
adanya pemindahan kepemilikan. Kalau diperhatikan secara mendalam 
defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dan para ahli di 
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a) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua bela pihak yang ditandai 
dengan adanya ijab dan Kabul. 
b) Adanya imbalan tertentu. 
c) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja. 
2. Dasar Hukum Upah-Mengupah 
   Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa Ijarah disyariatkan dalam 
Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati, seperti Abu Bakar Al-Asham 
dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang menyepakati 
Ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak 
berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).
30
 
Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijarah disyariatkan berdasarkan al-
Quran, As-sunnah, dan Ijma. 
a. Landasan al-Qur‟an 
Firman Allah SWT Surah Al-Qashash ayat 26 
                       
        
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya 
bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
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 Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III,terjemahan M.A. 





sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya”.31 
Ayat di atas menerangkan bahwa Ijarah telah disyaratkan oleh 
umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang 
diucapkan kepada ayahnya untuuk mengambil seseorang untuk bekerja 
dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan 
waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut. 
Al-Quran suarat Al-baqarah ayat 233 disebutkan: 
…                         
                للها          
Artinya:  “..dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah 
dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”32 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 
pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai 
dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar 
bayi-bayi kalian diserahkan wanita-wanita yang bersedia menyusui, 
maka hal ini boleh dilakukan. Dengan ketentuan memberi upah 
sepantasnya kepada mereka, 
Dua ayat di atas menyatakan bahwa transaksi upah-mengupah tidak 
terlepas dari memberikan upah sepantasnya dan bersikap adil dalam 
bertransaksi sebagaimana firman Allah SWT: 
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Al-Qur‟an Departemen Agama, RI Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: 
Diponegoro.2005) h. 310. 
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                    
                   
Artinya: “dan syu‟aib berkata: `hai kaumku, cukupkanlah 
takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan 
manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat 
kejahatan dimuka bumidengan membuat kerusakan” (QS. Hud : 85)33 
Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa, ayat di atas merupakan 
perintah berlaku adil. Pada ayat sebelumnya Quraish Shihab 
menyebutkan dalam tafsirnya berlakulah adil terhadap Allah SWT 
dengan mengesakan-Nya, dan dilanjutkan pada ayat ini, yaitu perintah 
berlaku adil kepada manusia. Lanjut menurut beliau perlunya 
menyempurnakan timbangan, dengan keuntungan dari perniagaan yang 
telah diperoleh sudah cukup baginya, daripada berbuat kecurangan.
34
 
Muhammad Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa setiap muslim harus 




a. Landasan As-Sunnah 
Disyaratkan agar upah dalam transaksi Ijarah disebutkan secara 
jelas dan di beritahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Dari 
Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: 
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 ِنَم :ل اق ملسو ويلع لله ا يلص بينل ا ن ا ونع للها يضر يردلخ ا ديعس ئبا نعو
 ُوتَرْجَأ ول مسلَف اًرْ يِجَأ َرَجْأَتْسا
36 . 
Artinya: "Barang siapa memperkerjakan pekerja, maka 
tentukanlah upahnya." (Hr.Al Baihaqi, dalam Suan Al Qubra juz 2 
nomor hadist 160, Jami‟ Musnad Abu Hanifah Juz 2, nomor hadist 
44,   )
37
 
Disyariatkan pula agar menyegerakan upah kepada pekerja sesuai 
dengan hadis nabi Muhammad SAW yaitu dari Ibnu „Umar 
Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 
sallam bersabda: 
ع و و ويلع لله ا يلص لله ا ل وسر ل اق : ل اق امهنع لله ا يضر رمع نبا ن
 وق رع فيج ن ا َلْب َق ُهَرْجَأ َرْ يِجَلأْا اُوطْع :ملس
38  
Artinya: Ibnu Umar ra. Berkata, Rasullah SAW bersabda, 
“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.” 
(Hadis Riwayat Ibnu Majah, nomor hadist 2443, At Thabrani, juz 1 
nomor hadist 20,  ).
39
 
Dua hadis di atas menjelaskan tentang memberikan upah kepada 
pekerja atau buruh, yaitu hendaknya memberikan upah kepadanya sebelum 
keringatnya mengering atau dengan kata lain, harus segera membayar upahnya 
bila kerjanya telah  selesai. Dan hendaknya memberitahukan kepadanya upah 
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 Muhamad Bin Ismail Al Amir Al Yamani Ash-Shan‟ani, Bulughul Maram Min Adilatil 
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yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya. Segera membayar upah 
pekerja hukumnya wajib berdasarkan hadis diatas, dan menangguh-
nangguhkannya hokumnya tidak boleh.demikian pula memberitahukan upah 
yang akan diterimnya, wajib pula hukumnya.
40
 
Berdasarkan  ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi SAW di atas, 
menjelaskan bahwa adanya kebolehan akad ijarah dengan objek transaksi 
tenaga seseorang, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.  
Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki 
beberapa harta tetapi tidak mempunyai waktu. Dan disisi lain ada orang yang 
tidak memiliki beberapa harta tetapi mempunyai waktu. Dengan adanya ijarah 
dengan objek transaksinya tenaga orang maka orang yang mempunyain harta 
bisa meminta bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan 
diberikannya upah. 
b. Landasan Ijma‟ 
Para ulama sepakat bahwa Ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang 
ulama pun yang membantah Kesepakatan (Ijma‟) ini.41 Sekalipun ada beberapa 
orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak di 
anggap.
42
 Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan Ijarah (Upah-
mengupah) yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan 
untuk melakukan kegiatan Ijarah. 
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Maka berdasarkan nash al-Quran, sunnah (hadits), dan Ijma‟ tersebut 
diatas dapat ditegaskan bahwa hukum Ijarah atau upah-mengupah boleh 
dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan 
syara‟. 
3. Rukun dan Syarat Upah-mengupah  
         Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu 
terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya, 
rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya  yaitu, 
pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, 
unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.
43
 
Ulama Hanafi mengatakan, bahwa rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab 
dan qabul saja. Selain ijab dan qabul, menurut Hanafi adalah syarat. Sedangkan 
jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun Ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang 
yang berakad), Ujrah (Imbalan/Upah), Manfaat, sighat (Ijab dan qabul).
44
 
a. Aqid (orang yang berakad) 
Orang yang berakad meliputi mu‟jir dan Musta‟jir. Mu‟jir dan 
musta‟jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-
mengupah. Mu‟jir sebagai orang yang menerima upah dan yang 
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menyewakan,  Musta‟jir sebagai orang yang menerima upah untuk 
melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.
45
  
Syarat terjadinya akad (al-inqad) dari orang yang berakad. Menurut 
Hanafiyah, „aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal 
dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak di syaratkan harus baligh 
dengan ketentuan diizinkan walinya.
46
 Ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah. 
mensyaratkan baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah 
dapat membedakan. Dinyatakan tidak sah.
47
 Dengan demikian syarat 
terjadinya akad yaitu, baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 
(mengendalikan harta)
48
 dan keralaan kedua belah pihak yang berakad.
49
 
Dalam hal kerelaan kedua belah pihak, perintah dari nash al-Quran sebagai 
berikut 
                       
                للها     
                       
           
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 
harta-kamu kamu yang berputar dikalangan kamu dengan cara yang 
bathil. Kecuali dengan jalan dagang yang ada saling rela di antara 
kamu. Dan, janganlah kamu membunuh diri kamu karena 
sesungguhnya Allah Maha belas kasih kepadamu. Dan, barang siapa 
bebuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka 
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Ayat ini memberikan syarat boleh dilakukan transaksi muamalah 
jika, transaksi tersebut saling rela kedua belah pihak, dan tidak boleh 
menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain. syarat 
kedua dari kata janganlah membunuh diri-diri kamu, menurut ahli-ahli 
tafsir pengertian yang sesuai dengan proporsinya yaitu, arti pertama, satu 
sama lain tidak boleh saling membunuh,  dan arti kedua, tidak boleh 
membunuh diri sendiri dengan tangan sendiri. Dengan demikian, ayat ini 
memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang 
lain demi kepentingan diri sendiri (vested interest).
51
 
Imam ibnu katsir dalam tafsirnya menafsirkan “kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu‟‟ 
dengan  “jangan melakukan usasha-usaha yang haram dalam mendapatkan 
harta, akan tetapi ambilah perniagaan yang disyariatkan yang berpijak 
kepada kerelaan kedua belah pihak”. 52 Imam As-Syafi‟i berhujjah pada 
ayat diatas bahwa jual beli tidak sah kecualidengan penerimaan, karena itu 




b. Shighat (akad) 
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Yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul 
adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad Ijarah.
54
  
Dalam hukum perikatan Islam, Ijab diartikan dengan suatu pernyataan 
janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu.
55
 Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang 
diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta‟jir) untuk menerima kehendak 
dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.
56
 Syarat-syarat Ijab qabul pada 
Ijarah yaitu, menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan, dibuat sebelum 
pekerjaan itu dilakukan dan tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lain 
dan terjadi kesepakatan bersama.
57
 
c. Ujrah (upah) 
Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat 
yang diberikan oleh pekerja (ajir) tersebut.  Syarat-syaratnya pun sama seperti 
jual beli, harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa/upah (Ijarah). 
Yaitu,  
1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci. Akad ijarah tidak sah bila upah 
(bayarannya)nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak, 
atau khamar. Tidak sah pula benda jika upahnya benda terkena najis dan 
tidak mungkin disucikan.  
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2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan 
tidak sah dijadikan upah. Karena dianggap tidak berharga. Seperti alat-alat 
permainan yang tidak bermanfaat.  
3) Upah harus dapat diserahkan dengan ketentuan upah berada dibawah 
kuasa orang yang berakad.  
4) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang 
bertransaksi sejak awal. Dalam artian tidak mengandung ghoror.
58
 Seperti 
upah menggiling sejumlah gandum dengan sebagian dari tepung yang 
dihasilkan, seperempat atau seperlima, karena belum diketahui seberapa 
banyak tepung yang dihasilkan. 
4. Berakhirnya  atau Rusaknya Upah-Mengupah 
Ijarah (upah-mengupah) berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut: 
a. Menurut Hanafiyah, ijarah berakhir dengan meninggalnya salah seorang 
dari dua orang yang berakad. Ijarah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak 
dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki.  
Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah meruapakan Milk Al-Manfaah 
(kepemilikan manfaat),  sehingga dapat diwariskan. Inillah kiranya pendapat 
yang dapat diterima dan  banyak membawa maslahah  bagi semua pihak.
59
 
b. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang 
tunggangan lalu binatang tersebut mati,  menyewakan rumah lalu rumah 
tersebut hancur,  atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya 
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c.  Hilangya manfaat atau tujuan dari yang diinginkan ijarah tersebut, 
manfaat yang telah diharapkan telah terpenuhi,  atau pekerjaan telah 
selesai , kecuali ada uzur atau halangan.
62
 Seperti seorang dokter yang 
disewa jasanya untuk mengobati orang sakit, namun pasiaen tersebut 
telah sembuh maka berakhirlah akad ijarah tersebut. 
d. Akad ijarah berakhir dengan Iqalah (menarik kembali). Ijarah adalah 
akad yang mu‟awadah. Disini terjadi proses pemindahan benda dengan 
benda sehingga memungkinkan iqalah, seperti akad jual beli.
63
 
e. Apabila akad ijarah telah berakhir waktunya, maka berakhilah akad 





B. Angkutan Umum 
1. Pengertian angkutan umum 
Pengertian angkutan bersal dari kata “angkut” yang berarti mengangkat 
atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim. Mengangkut berarti 
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mengangkat dan membawa, memuat,  membawa atau mengirim. Pengangkutan 
berarti pengangkatan atau pembawaan barang atau orang, pemuatan barang dan 
pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut.
64
 
 Bila dirimuskan dalam  suatu kalimat yang dimaksud dengan angkutan 
adalah proses kegiatan  memuat barang atau penumpang kedalam alat atau tempat 
pemuatan ke tempat tujuan dan menurukan penumpang dan/ atau barang dari alat 
angkut ketempat yang telah di tetapkan.
65
 
Pengertian angkutan menurut Undang-Undang Lalu-Lintas Dan 
Angkutan Jalan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
66
 
Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/barang dari satu tempat 
(asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) 
kendaraan,
67
 yang harus di  perhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas 
moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan.  
Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
angkutan terdapat 5 (Lima) unsur-unsur pokok dalam angkutan umum: 
a. Manusia yang membutuhkan pengangkutan 
b. Barang yang dibutuhkan  
c. Kendaraan sebagai alat angkut 
d. Jalan sebagai prasarana angkutan, dan 
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e. Organisasi sebagai pengelola angkutan. 
2. Jenis- jenis angkutan umum 
Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) Indonesia 
tidak dijumpai pengangkut, kecuali pengangkutan laut. Pengangkut adalah pihak 
yang mengaitkan diri unruk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) 
dan/atau barang. 
Berdasarkan statusnya sebagai badan yang bergerak di bidang jasa 
pengangkutan, pengangkut dapat dikelompokan dalam empat jenis yaitu: 
a. Perusahaan pengangkutan  kereta api 
Menurut ketentuan UU no 23 tahun 2007 tentang perkretaapian, 
pengangkut yaitu badan usaha yamg menyelenggarakan sarana perkeretapian 
umum, wajib memiliki izin usaha dan izin oprasi dari pemerintah.  
Badan usaha penyelenggara sarana perkretaapian yang yang sudah ada 
hingga kini adalah badan usaha milik negara yaitu PT Kreta Api Indonesia 
Persero. 
Pengangkutan dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan kereta. 
Kereta adalah gerbong khusus kereta api yang digunakan untuk mengangkut 
penumpang. Pengangkutan kereta dengan menggunakan gerbong wajib 
memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal, antara lain, tempat duduk, 
penerangan, kipas angin, pelayangan penumpang dan toilet darurat (Pasal 130 
Tahun 2003 Undang-Undang No 23 Tahun 2007).  Contohnya Kereta Api 






b. Pengangkut pada pengangkutan jalan  
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan 
Angkutan Jalan menentukan bahwa pengangkutan adalah pemindahan orang 
dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 
kendaraan di ruang lalu lintas jalan.  
Pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan 
umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan/atau barang 
dengan kendaraan umum di jalan.  
Kendaraan umum adalah sarana pengangkutan dijalan yang terdiri 
atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan 
bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik 
berupa mesin selain kedaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor 
umum ialah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan orang 
dan atau barang dengan dipingut bayaran atau upah (Pasal 1 Angka 7,8, dan 
9 Undang-Undang No 2 Tahun 2009). Kendaraan umum seperti bus, angkot, 
ojek, taksi. 
Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-




a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari satu kota 
ke kota yang lain. 
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b. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dalam dan 
atau antar wilayah pedesaan. 
c. Angkutan yang merupakan pemindahan dari satu kota ke kota yang 
lain. 
d. Angkutan lalu-lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang 
melalui lintas batas negara lain. 
c.  Pengangkut pada pengangkutan perairan 
Pengangkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau 
memindahkan penumpang /barang dengan menggunakan kapal. 
Pengangkutan di perairan terdiri atas pengangkutan laut, pengangkutan 
sungai, dan danau, serta pengangkutan penyebrangan (Pasal 6 Undang-
Undang No 17 Tahun 2008). Pengangkutan laut terdiri atas pengangkutan 
laut dalam negri, pengngkutan laut luar negri, pengangkutan laut khusus, 
dan pengangkutan laut pelayaran rakyat (Pasal 7 Undang-Undang No 17 
tahun 2008. Pengangkutan di perairan diselenggarakan oleh Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan 
yang khusus didirikan untuk pelayaran.  
Hukum pengangkutan di laut adalah bagian atau lingkungan 
keperdataan dari   hukum laut karena apabila kita berbicara tentang 
hukum laut hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan hukum privatnya 
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d. Pengangkut pada pengangkutan udara 
Undang-undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kegiatan 
pengangkutan udara terdiri atas pengangkutan udara niaga dan 
pengangkutan udara bukan niaga. Pengangkuatan niaga terdiri atas 
pengangkutan niaga dalam negri dan luar negri. Kegiatan 
pengangkutan udara niaga dapat dilakukan dengan berjadwal dan 
tidak berjadwal oleh badan usaha pengangkutan udara  niaga nasional 
dan atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo.  
Angkutan udara mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa 
angkutan udara serta meningkatkan pelayanan, peningkatan armada 
atau pesawat udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku 




3. Kualitas kerja Angkutan Umum 
Pelaksaan sistem transportasi masyarakat harus dijalankan dengan 
kualitas hal ini karena peranan transportasi dalam kehidupan manusia 
sangat luas  dan berfungsi startegis. Manfaat transportasi yang dirasakan 
oleh suatu kegiatan biasanya tidak bersifat tunggal, tapi multi manfaat, 
artinya manfaat ekonomi juga manfaat sosial. Untuk tercapainya 










Cepat dalam transportasi ditinjau dalam dua cara yaitu: 
1). Waktu yang digunakan oleh kendaraan atau muatan (barang dan 
penumpang) selama perjalan dari suatu tempat ketempat lain. 
2) Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan barang-barang atau 
penumpang yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan berikutnya, 
termasuk waktu selang untuk pemuatan,  pembongkaran, pengisian 
bahan bakar, dan perbaikan kendaraan. 
Beberapa aspek yang lebih relevan tentang transportasi manusia 
secara cepat yaitu: 
(a).  Penumpang yang  merasa kurang nayaman dengan waktu transit 
yang lama 
(b).  Dalam perjalanan bisnis penghematan waktu  berarti 
penghematan bisnis. Penghematan waktu (time is money) 
(c) Biyaya perjalana dapat diperkecil dengan pemanfaatan fasilitisan 
tranportasi secara intensif 
(d) Dalam beberapa hal transportasi dengan kecepatan tinggi 
mempunyai pengaruh yang kurang menyenangkan secara fisik 
yaitu kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan 
ketakutan penumpang. 
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b.  Aman atau keselamatan (safety) 
Peneyediaan alat-alat keselamatan lalu lintas yang cukup 
(meliputi rambu-rambu an lampu lalu lintas) merupakan usaha 
untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalulintas yang merugikan 
penumpang dan brang yang diangkut serta manusia dan benda 
lainnya.  Untuk angkutan penumpangperlengkapan dan alat 
keselamatan harus disediakan dan diberikan sanksi tegas terhadap 
pemilik sarana angkutan yang tidak memilikinya. 
 
c. Cukup/ kapasitas (capacity)  
Untuk angkuatan penumpang, jumlah angkutan harus 
dikaitkan pula pada permintaan maksimum pada suatu titik waktu. 
Dan jumlah penumpang dalam suatau kendaraan yang sesui tidak 
melebihi kapasias yang diperuntukan. 
d. Frekuensi 
Jasa transportasi yang dilakukan secara sering berarti waktu 
menunggu adalah kurang, dan terdapat kemugkinan dialkukan 
perjalanan yang lebih luas dalam waktu yang terbatas.  
e. Bertanggung jawab 
Para pemakai jasa transportasi baik pemilik barang maupun 
penumpang mengharapkan pengangkutan yang amana atau 
diberikas kompensasi atas kerugian, baik kehilanagn ataupun 






Kemampuan daya beli masyarakat harus menjadi 
pertimbangan peneyedia jasa angkutan umum agar harag yang 
ditetapkan dapat di jangkau semua kalangan dan mencermikan 
keadilan harga bagi semua pihak. 
g. Nyaman  
Kenyaman menjadi faktor mutlak yang musti ada dalam 
pelayanan umum agar dapat diminati, seperti penumpang tidak 
melebihi kapasitas tempat duduk yang ada, kebersihan, serta 
pelayanan yang baik saat maikan dab mnurunkan penumpang. 
4. Angkutan Antar Kota 
Merupakan pemidahan penumpang dari suatu kota ke kota lain. 
Pemindahan tersebut bisa pengangkutan antar kota antar profinsi atau 
pengangkutan antar kota  dalam profinsi. Pengangkutan menggunakan 
moda transportasi berupa bus umum yang terikat dengan trayek. 
5. Pelayanan Trayek Angkutan Umum 
Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan 
pelayanan pengankutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri 
atas pengankutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek 





Jenis  pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor 
umum dalam trayek terdiri atas
71
: 
a. Pengankutan lintas batas negara 
b. Pengangkutan antar kota antar profinsi 
c. Pengangkutan antar kota dalam profinsi 
d. Pengangkutan perkotaan  
e. Pengankutan perdesaan. 
Sedangkan pada Pasal 143 diatur tentang kriteria pelayanan 
pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor, umum dalam trayek 
harus: 
a. Memiliki rute tetap dan teratur 
b. Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikan atau manurunkan 
pemnumpang diterminal untuk pengangkutan antar kota dan lintas 
batas negara;dan 
c. Menaikan dan menurunkan pada tempat yang ditentukan untuk 
pengangkutan perdesaan dan perkotaan. 
6. Tarif Angkutan Umum 
Ditinjau dari kepentingan perusahaan pengangkutan, tarif tarif angkutan 
harus ditentukan pada suatu tingkat dimana perusahaan yang bersangkutan 
dapat berusaha dengan menguntungkan. Dipihak lain masyarakat dalam hal ini 
konsumen  atu pemakai jasa angkutan,  tarif angkutan haruslah ditawarkan 
serendah mungkin agar dapat dijangkau semua kalangan. 
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Mengingat pentingnya masalah tarif, maka perananan pemerintah 
dalam pengaturan tarif bisanaya besar pula. Pemerintah tidak membiarkan 
pemebentukan tarif melalui persaingan diantara perusahaan-perusahaan karena 
adanya kehawatiran timbulnya gejala yang dapat menimbulkan kerugian bagi 
masyrakat. 
Tarif angkutan umum ditetapkan oleh pemerintah profinsi dengan 
menetapkan peraturan daerah  bersama dengan Dinas perhubungan Profinsi 
Lampung, PT Jasa Raharja, DPD Organda Lampung, Kepolisian Daerah 
Lampung serta perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk 
secara bersama-sama merumuskan kebijakan penetapan tarif angkutan umum.  




a. Biaya tetap 
1. Upah mengemudi 
Upah pengemudi didapat dari sisa pendapatan setiap hari setelah 
dikurangi setoran, biaya pemakaian bahan bakar dan biaya retribusi. 
2. Biaya administrasi 
Biaya administrasi terdiri dari biaya  PKB, KIR, ijin usaha, ijin 
trayek. Besarnya berbeda-beda untuk kendaraan. 
3. Biaya PKB (pajak kendaraan bermotor) 
Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan 
bermotor. 
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4. Biaya KIR  
Biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa kendaraan secara 
teknis dapat layak atau tidak beroprasi di jalan raya. 
5. Biaya ijin usaha 
Biaya yang digunakan untuk memperoeh ijin penggunaan 
kendaraan angkutan umum. 
6. Biaya retribusi 
Biaya yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah setiap kali 
angkutan umum memasuki terminal. 
7. Keuntungan  
Biaya ini adalah keuntungan bagi pemilik kendaraan. Biaya ini 




b. Biaya Variabel 
Meliputi biaya bahan bakar seperti, biyaya minyak pelumas 
seperti oli mesin, oli tansmisi, oli gardan, minyak rem,gemuk/vet. Biaya 
pemakaian suku cadang, serta pemeliharaan seperti servis dan overhaul. 
c. Biaya Kepemilikan Aset 





Biaya yang dikeluarkan atas penyusutan nilai kendaraan karena 
berkurangnya umur ekonomis kendaraan yang bersamaan dengan 
bertambahnya waktu. 
Tarif angkutan penumpang lebih sederhana persoalannya 
diabandingkan dengan tarif angkutan barang, sebagai berikut
73
: 
a.  Untuk penumpang disesiakan kelas yang berbeda-beda seperti kelas 
ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Penumpang yang mampu akan memilih 
kelas 1 yang memberikan kualitas jasa tanportasi yang lebih baik oleh 
sebab itu tarif angkutannya lebih tinggi pula.  
b. Pada umumnya tarif angkutan bus ditetapkan semakin tinggi bila jarak 
yang ditempuh semakin jauh pula, akan tetapi tingkat kenaikannya 
semakin menurun. Dalam hal ini tarif angkutan bus dalam kota 
ditetapkan searagam, yaitu sama untuk semua jarak dan trayek. Untuk 
jarak jauh maupun jarak pendek, demikian untuk angkutan trayek yang 
berbeda dikenakan tarif angkutan yang sama. 
c.  Dalam hal usia, penduduk umur dewasa biasanya dibebani tarif yang 
lebih mahal daripada kelompok anak-anak yang dianggap masih menjadi 
tanggunagan orang tuanya.  
d. Urgensi perjalanan, perjalanan yang sifatnya khusus atau mendadak, 
tarifnya lebih tinggi dibandingkan perjalanan lainnya. 
Regulasi tentang tarif angkutan umum di tuangkan dalam Peraturan 
gubenur yang ditetapkan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan 
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mempertimbangkan aspek yaitu, biaya oprasional kendaraan (BOK) serta daya 
beli masyarakat sehingga tercipta transportasi yang efisien dan efektif. 
C. Al Tas’ir Al Jabari 
1. Pengertian Al Tas‟ir Al Jabari 
Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu 
barang,  yaitu as saman dan as-sir. “ As-Saman “ adalah harga satuan barang 
atau nilai sesuatu.  Sementara “ As-si‟r” adalah harga yang ditentukan untuk 
barang dagangan. Kata as-si‟ru ini digunakan dipasar untuk menyebut harga 
(dipasar).
74
 Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan as‟-si‟ir 
bukan as-saman karena as‟-si‟ir merupakan harga aktual yang terbentuk dalam 
proses jual beli. 
Definisi al tas‟ir al jabari menurut para ulama sebagai berikut:  
a. Menurut imam Taqiyuddin An-Nabhani : 
“Tas‟ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja 
yang mengatur urusan kaum muslimim  kepada pelaku pasar agar mereka 
tidak menjual barang dagangan mereka kecuali  dengan harga tertentu , dan 
mereka dialarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakan 
harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. 
Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi 
kemaslahatan masyarakat.
75
   
b. Menurut ulama Madzhab Hambali: 
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Mendefinisikan al tas‟ir al jabari dengan uapaya pemerintah dalam 




c. Menurut Sayyid Sabiq: 
Tas‟ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan 
yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula terhadap 
kezaliman pembeli.  
d. Menurut ibnu Taimiyah: 
Mengemukakan  tas‟ir dengan keadaan yang mewajibkan para 
pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran, yaitu 
keadaan yang  mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya 
dengan harga mitsli  (harga pasar). Hakikat tas‟ir adalah keharusan para 
pedagang agar tidak menjual dan tidak memberi kecuali dengan harga 
mitsli (dengan harga pasar).  
2. Dasar hukum Al-Tas‟ir Al Jabari 
Hadis Rasullulah yang berkaitan dengan dengan penetapan harga 
adalah sebuah riwayat dari Anas Bin Malik sebagai berikut: 
  ،َةَمَلَس ُنْب ُداََّحَ اَن َث َّدَح :َلَاق ٍلاَه ْنِم ُنْب ُجاَّجَلحا اَن َث َّدَح :َلَاق ٍراَّشَب ُنْب ُدَّمَُمُ اَن َث َّدَح
 َر ِدْهَع ىَلَع ُرْع ِّسلا َلََغ :َلَاق ٍسََنأ ْنَع ،ٌدَْيُحََو ،ٌتِبَاثَو ،َةَداَت َق ْنَع ِلوُسللها ىَّلَص
للها َلوُسَر َاي :اوُلاَق َف ،َمَّلَسَو ِوْيَلَعللها َلاَق َف ،اََنل ْرِّعَس ،« َّنِإللها ،ُضِباَقلا ،ُرِّعَس
ُ
لدا َوُى
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 ٍمَد فِ ٍةَمِلَْظبِ ِنُُِبلْطَي ْمُكْنِم ٌدَحَأ َسَْيلَو ِّبَر ىَقَْلأ ْنَأ وُجْرََلأ ِّنِِّإَو ،ُقاَّزَّرلا ،ُطِساَبلا
 ٍلاَم َلاَو77  
Artinya: Muhamad bin Basysyar, menceritakan kepada kami Hajjaj 
bin Minhal, mencritakan pada kami Hammad bin Salamah, mencritakan pada 
Qatadah, Tsabit dan Mumaid dari Anas Ra ia berkata  :” pada zaman 
Rasulullah terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap 
Rasulullah SAW  seraya mereka berkata: „ya Rasulullah, harga-harga dipasar 
melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga tersebut.‟ Rasulullah SAW 
menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, dan 
menurunkannya, melapangkan dan memberi rezeki. Janganlah seseorang 
diantara kalian menuntut saya untuk berlaku lalim dalam soal harta dan 
nyawa.
78
 (Sunan Tirmidzi,  nomor hadist 1312, Sunan Abu Daud, hadist nomor 
hadist 3447, Sunan Ibnu Majah nomor hadist 2200, Musnad Ahmad  juz 3 
nomor hadist 286, Al Mu‟jam As-Saghir At Tabrani juz 2 nomor hadist 7)  
Berdasarkan hadis di atas Ulama fiqih menyatakan kenaikan harga yang 
terjadi di zaman Rasulullah tersebut adalah bukan tindakan sewenang-wenang  
dari para pedagang, tapi karena memang komoditas yang ada dipasar terbatas, 
maka wajar harag barang tersebut naik.  
Menurut Yusuf Qardawi hadis diatas pada dasarnya menegaskan bahwa 
harga ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut alamiyah, 
tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Misal penjual menjual dagangannya 
dengan baik dan tidak mengandung kazaliman, namun harga naik karena 
banyaknya orang yang meminta barang terebut. Namun jika berbagai faktor 
yang tidak alamiyah terjadi di pasar, misalnya monopoli sehingga masyarakat 
sangat memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya 
kecuali dengan harga yang tinggi, maka diperlukan interversi terhadap pasar. 
Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah tidak campur tangan 
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membatasi harga komoditas di pasar tersebut jika harga yang berlaku dipasaran 
bersifat alamiyah, karena tindakan tersebut bersifat lalim bagi pedagang. 
3. Pandangan fuqoha terhadap tas‟irul jabari 
Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan 
harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur‟an. Ketentuan yang berkaitan dengan al 
tas‟ir al jabari terdapat dalam hadis Rasululah Saw. Seperti yang diriwayatkan 
dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan :  
  َق ٍراَّشَب ُنْب ُدَّمَُمُ اَن َث َّدَح ،َةَمَلَس ُنْب ُداََّحَ اَن َث َّدَح :َلَاق ٍلاَه ْنِم ُنْب ُجاَّجَلحا اَن َث َّدَح :َلا
 ىَّلَص ِوَّللا ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع ُرْع ِّسلا َلََغ :َلَاق ٍسََنأ ْنَع ،ٌدَْيُحََو ،ٌتِبَاثَو ،َةَداَت َق ْنَع
 َس ،ِوَّللا َلوُسَر َاي :اوُلاَق َف ،َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا َلاَق َف ،اََنل ْرِّع« ،ُرِّعَس
ُ
لدا َوُى َوَّللا َّنِإ
 ٍةَمِلَْظبِ ِنُُِبلْطَي ْمُكْنِم ٌدَحَأ َسَْيلَو ِّبَر ىَقَْلأ ْنَأ وُجْرََلأ ِّنِِّإَو ،ُقاَّزَّرلا ،ُطِساَبلا ،ُضِباَقلا
 ٍلاَم َلاَو ٍمَد فِ79  
Artinya: Muhamad bin Basysyar, menceritakan kepada kami Hajjaj bin 
Minhal, mencritakan pada kami Hammad bin Salamah, mencritakan pada 
Qatadah, Tsabit dan Mumaid dari Anas Ra ia berkata  :” pada zaman 
Rasulullah terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap 
Rasulullah SAW  seraya mereka berkata: „ya Rasullulah, harga-harga dipasar 
melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga tersebut.‟ Rasulullah SAW 
menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, dan 
menurunkannya, melapangkan dan memberi rezeki. Janganlah seseorang 
diantara kalian menuntut saya untuk berlaku lalim dalam soal harta dan 
nyawa.
80
 (Sunan Tirmidzi,  nomor hadist 1312, Sunan Abu Daud, hadist nomor 
hadist 3447, Sunan Ibnu Majah nomor hadist 2200, Musnad Ahmad  juz 3 
nomor hadist 286, Al Mu‟jam As-Saghir At Tabrani juz 2 nomor hadist 7). 
Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum tas‟ir. Ju‟mhur 
ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, Seperti Ibnu Qudamah, 
Ulama Muta‟akhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabani 
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mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (tas‟ir).81 
Mereka mendasarkan ini pada Qs An-Nisa (4:29):    
  َي َٰٓٓاَهُّ َيأ  َنيِذَّلٱ  ْاوُنَماَء  َلا َأت ٓأوُلُك َٰٓٓ ْا َمأ ٓأمُكَل  َو  َب ٓأمُكَن لٱِب ٓأ ِلِط َب  َّلاِإ َٰٓٓ نَأ  َنوُكَت  ًةَر َِت 
نَع ضاَر َت  ٖ مُكنِّم  ٓ ٓأ  َلاَو قَت ٓأوُل ُت َٰٓٓ ْا مُكَسُفَنأ  ٓ ٓأ  َّنِإ  َوَّللٱ  َناَك مُكِب ٓأ ميِحَر 
 
ٖ   ا 
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali sdengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”.82 
Menurut jumhur ulama, tas‟ir bertentangan dengan nash-nash yang 
terdapat didalam Al-Qur‟an dan hadis. Sebab tas‟ir bermakna pemaksaan atas 
penjual dan atau pembeli untuk berjual beli harga tertentu. Ini melanggar 
kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan 
atas harta miliknya. Karena itu ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. 
Pematokan harga tertentu akan menghalangi atau merampas sebagian 
kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuia dengan keterangan nash di atas, hal 
itu tidak boleh terjadi.
83
 
Ibn Qudamah Al Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki 
kewenangan untuk mengtur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang 
mereka dengan harga yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab Hambali ini, 
ada dua alasan tidak diperkeanankannya pemerintah menetapkan harga. 
Pertama, Rasulullah tidak pernah nenetapkan harga meskipun penduduk 
menginginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli 
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melibatkan hak milik seseorang, didalamnya ia memiliki hak untuk menjual 
pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.
84
 
Sayyid Sabiq juga mengatakan terlarang melakukan tas‟ir berdasarkan 
ketentuan hadis riwayat Anas Bin Malik di atas. Menurutnya berdasarkan hadis 
ini para ulama nenetapkan haram hukumnya menetapkan tas‟ir karena hal ini 
dikawatirkan mendatangkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan 
transaksi terhadap hartanya. 
Yahya bin Umar yang merupakan salah satu Fuqoha Mazhab Maliki  
berpendapat bahwa al-tas‟ir (penetapan harga) tidak boleh dilakukan beliau 
berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muahamad SAW tentang larangan  
tas‟ir. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan 
harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi hasil perintaan dan 
penawaran yang alami tanpa capur tangan manusia. Maka dalam hal ini 
pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini 
akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah 
manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tang- 
gung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan 
intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan 
kehidupan masyarakat luas.
85
 Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak 
boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu: 
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1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat 
diburuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudhorotan dan 
merusak meanisme pasar. 
2) Para pedagang melakukan praktik siyasah al-ighraq atau banting harga 
(dumping) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta 
dapat mngecaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak 
memerintahkan para pedagang untuk menaikan kembali harganya sesuai 
yang berlaku harga di pasar. Apabila mereka menolak hal tersebut 
pemerintah boleh menolaknya, pemerintah berhak mengusir pedagang 
tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikan oleh Umar Ibn Al- Khattab 




 Pernyataan Yahya bin Umar diatas jelas mengindikasiakan bahwa 
hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat 
dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai 
dengan tugas yang dibebankan pada pemerintah dalam mewujudkan keadilan 
sosial dalam segala aspek masyarakat. Yahya bin Umar menambahkan bahwa 
mekanisme pasar itu harus tunduk pada kaidah-kaidah. Diantara kaidah itu 
adalah pemerintah berhak melakukan intervensi jika terjadi sewenang-wenagan 
dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.
87
 
Hal senada juga disampaikan oleh ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, 
menurut beliau penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan 
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ada yang haram. Tas‟ir ada yang dzalim, itu yang di haramkan, dan ada  yang 
adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga di lakukan dengan menjual 
barang dengan harga yang tidak  mereka ridhai, maka tidak dibenarkan oleh 
agama. Namun jika penentuan harga menimbulkan keadilan bagi seluruh 
masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas 
harga resmi, maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan. Dengan demikian, 
penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai 
demi tegaknya kedilan sebagai mana yang diminta Allah.
88
  
Pendapat yang paling kuat, jumhur ulama yang mengharamkan tas‟ir 
secara mutlak, baik itu tas‟ir untuk melindungi kepentingan pembeli maupun 
tas‟ir untuk melindungi kepentingan pedagang. Hal ini dikarenakan dalil-dalil 
yang mengharamkan tas‟ir bersifat mutlak, atau tanpa disertai dengan taqyid. 
Yaitu pemberian sifat atau syarat atau batasan tertentu. Jadi, tidak ada dalil  
yang menerangkan tas‟ir yang diharamkan hanyalah yang bersifat dzalim, 
sednagkan tas‟ir yang bersifat adil dibolehkan.89  
Mayoritas  ulama Malikiyah membolehkan tas‟ir pemerintah boleh 
(bahkan Wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga meskipun barang 
mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam syariat Islam, 
pemerintah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk 
kemaslahatan bersama. Meski demikian pemerintah dalam menetapkan harga 
harus  berpegang pada syarat-syarat,
90
 yaitu:  
(1)  Komoditi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,  
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(2)  Adanya kesewenang-wenangan dari pedagang dalam menentukan harga, 
(3) Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dan menujukan pakar 
ekonomi untuk menganalisa keadaan pasar.. 
(4)  Pematokan harga berdasarkan keadilan semua pihak, 
 (5)  Adanya pengawasn dari pemerintah secara terus-menerus, dan 
 (6)  Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.  




a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali dengan harga yang lebih 
tinggi dari reguler market price, padahal konsumen membutuhkan barang 
tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk 
menjual barangnya dan menentukan harga (price intervetion) yang adil. 
b. Produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menuut konsumen, 
sedangkan pemerintah meminta harga yang terlalu rendah menurut 
produsen. Dalam keadaan ini, maka price intervetion (interversi harga)  
harus dilakukan musyaarah dari konsumen dan produsen yang difasilitasi 
oleh pemerintah. Setelah musyawarah dengan investigasi atas demand, 
suplay, biyaya produksi, dan lainnya, pemerintah harus mendorong penjual 
dan pembeli untuk menentukan harga. Selanjutnya pemerintah 
menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku. 
c. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, yang menolak bekerja kecuali pada 
harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal 
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masyarkat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat 
menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemiliki jasa untuk 
memberikan jasanya. 
Menurut ulama fiqih, syarat-syarat Al Tas‟ir Al Jabariadalah: 
a. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyrakat banyak. 
b. Terbukti bahwa pedagang atau pemilik jasa melakukan kesewenang-
wenangan dalam menentukan harga komoditi atau jasa dagangan 
mereka. 
c. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan 
menunjuk para pakar ekonomi. 
d. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu 
mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. 
e. Ada pengawasan berkesinambungan dari pihak penguasa dalam hal ini 
pemerintah terhadap pasar. 
Berdasarkan uraian di atas dimana interversi pemerintah 
diperlukan,mekanisme pasar, regulasi dan moral harus ada dalam satu 
kesatuan, satu paket pemikran. Peran efektif dari negara dalam hal ini sebagai 
mitra, katalisator, dan fasilitator, sangat dibutuhkan guna mewujudkan visi 
Islam. 
4. Al Maqasid Al-Shariah 
Secara umum, tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum-hukumnya 
adalah untuk meciptakan kemaslahatan manusia seluruhnya meliputi berbagai 







 Dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan 
mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup 
dan kehidupan manusia.
93
 Hal ini berdasarkan firman  Allah dalam surat Al 
anbiya‟ ayat 107 
اَمَو َٰٓٓ َرأ ٓألَس ٓأ َك َن  َّلاِإ َحر ٓأةَم  ٖ لِّل ٓأ َيِمَل  َع   
Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 
Maslahat secara etimologi adalah akar kata tunggal dari Al-Mashalih sama 
artinya dengan Al-Shalah, yaitu mendatangkan kebaikan.
94
 Imam Al- Ghazali 
mendefinisikan mahslahat pada prinsipnya adalah ungkapan untuk meraih 
kemanfaatan dan menolak kemudharatan.  Al khawarizmi mendefinisikan 




Berdasarkan definisi di atas dapat ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan 
yang mendasar tentang makna maslahat, yaitu bahwa yang dimasud dengan 
maslahat ialah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan 
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Abu ishak Al Syatibi merumuskan lima tujuan tujuan hukum Islam, yakni 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian disepakati 
oleh ilmuan Islam lainnya. Kepentingan hidup yang bersifat primer yang diesbut 
dengan istilah daruriyyat tersebut diatas merupakan tujuan utama yang harus 
dipenuhi dalam hukum Islam.  
1) Pemeliharaan Agama 
Agama merupakan tujuan utama hukum Islam, yang harus dimiliki 
oleh manusia supaya martabatnya terangkat lebih tinggi dari martabat mahluk 
yang lain. Agama Islam merupakan nikmat tertinggi dan sempurna dalam 
hidup manusia, yang dinyatakan dalam Al-Qur‟an, surat Al-Maidah: 3 ialah: 
......لٱ ٓأوَي ٓأ َم كَأ ٓألَم ٓأ ُت مُكَل ٓأ مُكَنيِد ٓأ تَأَو ٓأمَم ٓأ ُت يَلَع ٓأمُك ٓأ 
عِن ٓأ ِتَم  ُتيِضَرَو  ُمُكَل لٱ ٓأسِإ ٓأ َ َل نيِد  ٖا  ٓ  ِنَمَف ضٱ ٓأ َُّرط  فِ خَم ٓأ ٍةَصَم 
يَغ ٓأ َر فِناَجَتُم  ٖ ث ِِّلإ ٓأم  ٖ روُفَغ َوَّللٱ َّنِإَف  ٖ ميِحَّر 
 
ٖ   
  
Artinya:”Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu 
jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”. 
Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan 
kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat 
menyentuh hati nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara daripada 





akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya. Atau yang akan mencampur adukan 
antara kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham aliran yang bathil. 
97
 
Selain itu agama Islam dalam konteks bermasyarakat juga 
memberikan perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk 
meyakini dan mengamalkan praktik ibadahnya (Qs.2:256). Percaya dan yakin 
bahwa Tuhan Yang Maha Esa ialah Allah Taa‟ala, tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu apapun adalah hak mutlak bagi-Nya yang harus dipelihara 
sebagaimana yang dikehendaki-Nya(QS.31:13).
98
 Dalam konteks ekonomi 
menjaga Agama adalah dengan melakukan aktifitas ekonomi sesuai dengan 
tuntunan agama (Syariat) menjauhkan dari hal-hal yang merusak agama yang 
menjdikan rusaknya akidah dan keimanan kepada Allah, diantara dengan 
menjahui praktik riba, tadlis, gharar, judi, dan lainnya. 
2) Memelihara Jiwa  
Tujuan pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum 
Islam karena itu hukum Islam wajib menjaga hak  manusia untuk hidup dan 
mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang 
pembunuhan atau hal-hal yang dapat menciderai manusia yang dapat 
mengarah pada hilangnya jiwa seseorang, maka wajib hukumnya memelihara 
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3) Memelihara Akal  
Manusia adalah mahluk sempurna yang diciptakan oleh Allah. Dua 
hal yang membuatnya istimewa yaitu ialah Allah menjadikan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya bentuk (Qs.95:4). Yang kedua ialah manusia 
dikaruniai akal (Qs. 13:4).  
Akal sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan 
mempergunakan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, 
dan dirinya sendiri.  Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat 
menggunkan untuk mengembangkan ilmu pengatuan dan teknologi informasi.  
Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi tujuan akal. Pengguanaan akal 
harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan 
hidup manusia guna mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat, tidak untuk 
hal-hal yang merugikan umat manusia.  
Oleh karena itu Allah mensyariatkan peraturan manusia untuk 
memelihara akal agar dijauhkan dari kerusakan akal dan penyelewengan akal, 
seperti minum- minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, dan segala 
hal yang dapat merusak fungsi kerja akal. 
4) Memelihara Keturunan   
Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dalam 
kelanjutan umat manusia dan dapat diteruskan, merupakan tujuan ke empat 
hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah menjadi syarat untuk 





dan larangan mendekati zina dan berzina. Dalam hukum kewarisan dan 
munakahat diciptakan untuk menciptakan kemaslahatan dalam memelihara 
darah dan keturunan. 
5) Memelihara Harta 
Harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manunisa 
dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya.  Oleh karena itu 
hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-
cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, 
masyarakat dengan negara, mislanya penipuan (Qs 4:29), penggelapan (Qs 
4:58), perampasan (Qs. 5:33), pencurian (Qs. 5:38), dan kejahatan lain 
terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal 
dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu apat 
berlangsung dengan baik, adil, serta dapat dilaksankan dengan bertanggung 
jawab. Oleh sebab itu diatur transaksi mualamat seperti jual beli, sewa 
menyewa, gadai, perserikatan, utang-piutang, serta akad-akad yang 












Pelaksanaan Peraturan Gubenur No 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Tarif Angkutan Umum Trayek Bandar Lampung-Pringsewu 
 
A. Gambaran Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Terminal Rajabasa Lampung 
 Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat 
dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan 
dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu 
wujud simpul jaringan transportasi.  
 Terminal Rajabasa Lampung adalah terminal induk Tipe A yang 
terletak di kota Bandar lampung, profinsi Lampung Indonesia, terminal induk 
berfungsi sebagai pusat atau induk dari terminal pebantu dengan tingkat 
pelayanan yang berjangkauan regional atau antar kota dan lokal atau dalam 
kota yang memiliki kapasitas angkut danfolue yangtinggi. Terminal ini 
merupakan salah satu  terminal terbesar dan tersibuk di pulau sumatra. 




 Terminal Rajabasa dibangun pada tahun 1980 dengan menggunakan 
dana  Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) dan diresmikan oleh 
Bpk. Surharjono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan 
pada saat diresmikannya, Terminal Rajabasa masih termasuk wilayah 
administratif  Lampung Selatan. 
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Adapun sejarah kepemimpinan terminal Rajabasa yaitu: 
Tabel 1. Sejarah Kepemimpinan Terminal Induk Rajabasa 
 
NO. Tahun Kepemimpinan Nama Kepala Terminal 
1 
1980 – 1993 Bpk. Nafsihi Tugiyono 
2 
1993 – 1994 Bpk. Sobri Martin 
3 1994 – 2000 Bpk. Zainal Abidin 
4 2000 – 2003 Bpk. Mega sumbahan 
5 2003 – 2004 Bpk. Munzir Ali 
6 
2004 – 2005 Bpk. Putu Yuasa 
7 2005 – 2006 Bpk. Zaini, S. Sos. 
8 
2006 – 2011 Bpk. Ruslan Roni, SE 
9 2011 – 2017 Bpk. Anthony Makki 
10 2017-Sekarang  Ibu Mustikawati, S.IP. 
 
Sumber : Tata Usaha dan Kepegawaian Terminal Rajabasa 
 
Terminal Rajabasa merupakan terminal tipe A yang berfungsi untuk 
melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Profinsi (AKAP), dan 
atau Lintas Batas Negara, Dalam Angkutan Antar Kota Profinsi (AKDP), 
Angkutan Kota, dan Angkutan Pedesaan. Terminal ini secara letak geografis 
tepatnya berada di utara kota Bandar Lampung, tepatnya dijalan Zainal Abidin 
Pagar Alam Bandar Lampung, yang berseberangan dengan pertigaan kearah 





dibangun di atas tanah seluas ± 12 Ha. Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung 
yang berada di sekitar kelurahan rajabasa, Kecamatan Rajabasa. 
Adapun batas dari Terminal Rajabasa meliputi: 
1. Utara berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa. 
2. Selatan berbatasan dengan Jalan Zainal Abidin PA. 
3. Timur berbatasan dengan Universitas Lampung. 
4. Barat berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa 
Dalam penyelenggaraanya terminal Rajabasa memiliki fasilitas utama 
dan fasilitas penunjang sesuai dengan KepMenHub No 31 tahun 1995 tentang 
terminal dan Transportasi Jalan, yaitu: 
 Tabel 2. Fasilitas utama terminal Rajabasa Bandar Lampung 
 
  
NO. FASILITAS UTAMA JUMLAH 
1 
Jalur Pemberangkatan Angkutan Umum 
2 
2 
Jur Kedatangan Angkutan Umum 
2 
3 Jalur Tunggu Angkutan Umum 
1 
4 Ruang Tunggu Penumpang 
1 
5 Kantor Terminal 
1 
6 
Tempat Istirahat Sementara Kendaraan Umum 
1 
7 Menara Pengawas Tidak ada 
8 
Loket Penjualan Tiket 
60 
9 Rambu, Papan Informasi 5 
10 










Tabel 3. Fasilitas penunjang Terminal Rajabasa Bandar Lampung  
  
 
NO. FASILITAS PENUNJANG JUMLAH 
1 




3 Kios/ Kantin Tidak ada 
4 Puskesmas Pembantu 
1 
5 Ruang Informasi dan Pengaduan 
1 
6 





Sumber: Database Terminal Induk Rajabasa 
 
Terminal Rajabasa juga Meniliki kerjasama dan koordinasi dengan 
instasi lain  guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan 
pengguna terminal Rajabasa. Adapun instansi-instasi lain tersebut yaitu: 
a. Kepolisian (Poltabes Bandar Lampung) 
b. TNI (Koramil) 
c. Kelurahan Rajabasa 
d. Jasa Raharja 
e. Organda 
f. Media cetak dan Media Elektronik. 





Pada dasarnya visi dan misi terminal rajabasa lampung, mengacu 
pada visi misi Dinas Perhubungan Profinsi Lampung yaitu: 
Visi: 
Terwujudnya jasa perhubungan yang berdaya saing, mampu melayani 
kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah. 
 Misi: 
1. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan. 
2. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana perhubungan. 
3. Memperluas jaringan pelayanan jasa perhubungan. 
4. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia 
3. Struktur Organisasi Terminal Rajabasa Lampung 
Mulai per tahun 2017 Kementrian Perhubungan (Kemenhub) resmi 
mengambil alih pengelolaan Terminal Rajabasa Lampung, yang terasukkedaa 
kategori tipe  A. Kementrian perhubungan menjelaskan, acuan dasar 




Untuk saat ini stukutur organisasi, tugas, serta topoksi kerja strukrur 
yang baru masih dalam proses penyusunan di kementrian perhubungan. Setelah 
nanti dikeluarkannya surat keputusan barulah ada struktur resmi. Sementara ini 




Bagan struktur susunan organisasi dan tata kerja UPT Terminal 
Rajabasa sebagai berikut: 
Tabel. 5 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Terminal Rajabasa Lampung 
 
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
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Sumber: Terminal Induk Rajabasa 
Unit Pelaksana Teknis Terminal Rajabasa Lampung 
 
4. Tugas Dan Fungsi Terminal Rajabasa Lampung 
Fungsi utama dari terminal secara umum meliputi 3 unsur terkait yaitu, 





a) Fungsi terminal bagi penumpang adalah mempermudah perpindahan dari satu 
moda ke moda lainnya atau dengan kata lain untuk mempercepat arus 
penumpang menuju daerah tujuan dengan memperhatikan segi keamanan dan 
kenyamanan, tersedianya fasilitas terminal dan informasiserta fasilitas parkir 
kendaraan pribadi. 
b) Fungsi terminal bagi pemerintah adalah perencanaan dan manajemen lalu 
lintas serta pengendalian arus kendaraan umum untuk menghindari 
kemacetan sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah. 
c) Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan 
operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan 
sebagai fasilitas pangkalan. 
  Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, fungsi utama dari 
terminal adalah sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik 
turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas 





B.  Pelakasnaan Peraturan Gubenur No 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Tarif Angkutan Umum Trayek Bandar Lampung-Pringsewu  
Penetapan tarif  yang diberlakukan oleh pemerintah mengacu pada 
Peraturan Gubenur No 06 tahun 2016 tentang tarif batas atas dan batas bawah 





di profinsi Lampung  yaitu penetapan didasarkan pada jarak tempuh yaitu 
perkilometer (KM).  Peraturan ini dibuat berdasarakan kesepakatan pemerintah 
Profinsi Lampung, Dengan Dinas Perhubungan Lampung, PT Jasa Raharja, DPD 
Organda Lampung , Kepolisian Daerah Lampung,  dan YLKI Lampung. 
Pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) peraturan Gubenur No 06 Tahun 2016  
disebutkan bahwa Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Profinsi 
(AKDP)  bus umum kelas ekonomi ditetapkan berdasarkan tarif dasar yang 
berlaku yaitu besarnya tarif adalah adalah sebesar Rp.171, (seratus tujuh puluh 
satu rupiah) perkilometer yang diberlakukan pada hari-hari biasa.  
Tarif tersebut  Sedangkan tarif batas atas atas yaitu Rp222, (dua ratus dua 
puluh dua rupiah) perkilometer yang diberlakukan pada hari-hari tertentu spereti 
hari libur, akhir pekan, dan hari libur nasional serta tarif angkutan lebaran. 
Besarnya biyaya yang dibayarkan oleh setiap penumpang ditetapkan berdasarkan 
batasan antara tarif batas atas dan tarif batas bawah dan dihitung dengan cara 
pembulatan dari hasil pengalian tarif dasar yang dimaksud dikalikan dengan jarak 
tempuh dan ditambah dengan iuran wajib asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.60, 
(enam puluh rupiah)  untuk sekali keberangkatan.Tarif berlaku satu tahun 
berjalan, penyesuaian dan perubahan tarif di atur lebih lanjut dalam peraturan 
yang lain menyesuaikan kebutuhan, seperti perubahan harga bahan bakar minyak, 
tarif pada saat lebaran atau hari-hari libur nasional. 
 Pemerintah dalam menetapkan telah berdiskusi bersama dengan berbagai 
pihak, agar mencerminkan keadian bagi semua pihak. Bardasarakan peraturan 





Darat menetapkan tarif batas atas dan tarif tarif batas bawah untuk angkutan antar 
kota antar  profinsi kelas ekonomi di jalan dengan bus umum. Selanjutnya 
Direktur Jendral  Perhubungan Darat atas usul gubenur, menetapkan tarif 
tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai 
akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang 
memadai. Dan peraturan ini diawasi langsung oleh Direktur Jendral Perhubungan 
Darat. 
 Yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan tarif berdasarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme 
Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang 
dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi yaitu berdasarkan biaya 
oprasi kendaraan (BOK), serta mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat 
sehingga tercipta transportasi yang efisien dan efektif. 
Variabel-variabel yang dianggap penting dalam menghitung biaya 
oprasional kendaraan adalah, upah pengemudi, biaya administrasi (meiputi biaya 
PKB,KIR, ijin usaha, ijin trayek, retribusi), biaya PKB (pajak kendaraan 
bermotor), biaya tak terduga dan keuntungan bagi pemilik kendaraan. 
Setelah tarif ditetapkan pemerintah melakukan sosialisasi kepada semua 
pihak melalui media cetak koran,  media elektronik radio televisi, internet dan  
media sosial, ditempel di baleho. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah bertujuan 
agar para penyedia jasa angkutan umum dan konsumen mengetahui dan 
memahami tarif baru yang diberlakukan, agar adanya keseragaman serta keadilan 





acuan untuk melindungi konsumen sedangkan tarif batas bawah diberlakukan 
untuk melindungi penyedia jasa. 
 Penerapan tarif di lapangan yang ditetapkan oleh bus berbeda dengan 
ketentuan pemerintah dengan berbagai klasifikasi dan golongan yang berbeda-
beda seperti golongan pelajar, mahasiswa, pegawai negri sipil kemudian golongan 
umum, yaitu meliputi pekerja swasta atau orang yang hendak bepergian.  
Sperti pelajar  mahasiswa dan PNS ditetapkan kisaran tarif  Rp.5000-
Rp.15000, dengan penerapan yang berbeda-beda terkadang ada yang Rp.5000, 
atau Rp.10000, bahkan Rp15.000, mereka meminta tambah tarif dengan berbagai 
alasan kondidisi seperti bus yang sepi penumpang, kondisi sudah terlalu sore dan 
tidak ada bus lain,  tarif sudah naik atau bahkan jika tidak diberikan bisa dengan 
nada tinggi atau marah sehingga membuat penumpang takut maka, dengan berat 
hati ia menuruti permintaan kenek bus.
102
 Hal serupa banyak dialami oleh 
penumpang bus terutama penumpang kalangan pelajar/ mahasiswi. Hal lain 
pernah dialami mahasiswi lain pernah sampai meminta turun dari bis ketika bis 
sudah berjalan dari tempat pemberhentian,  karna merasa tarif yang dibebankan 
padanya terlalu besar dan memberatkannya. 
Bagi kalangan umum atau wiraswasta tarif yang dibebankan antara 
Rp.15000,-Rp.30000, hal ini banyak dikemukakan oleh responden. Penetapan 
tarif yang dibenbankan oleh penyedia jasa dianggap wajar olehnya, karna 
penumpang umum jika membayar harga yang dibawah Rp.15000, itu tarif untuk 
pelajar, sedangkan tarif umum diatas tarif tersebut. Hal lainnya yaitu 
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ketidaktahuan penumpang akan tarif yang seharusnya dikarenakan tidak adanya 
informasi seperti stiker, atau berupa tulisan tarif.  Sehingga mau tidak mau harus 
membayar dengan harga tersebut walaupun dengan keberatan.  
Hal lainnya yaitu tarif yang dibebankan dengan sistem jauh dekat sama, 
yaitu dengan tidak menggunakan jarak tempuh. Dimana setiap penumpang 
dibebankan dengan tarif yang sama walapun dengan jarak yang bebeda. Penyedia 
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Pelaksanaan  Dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubenur 
No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Trayek 
Bandar Lampung-Pringsewu 
A.  Pelaksanaan Peraturan Gubenur No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
Tarif Angkutan Umum Trayek Bandar Lampung-Pringsewu 
Jasa transportasi kini menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat, 
guna mempercepat mobilisasi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
hidup. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini mengakibatkan mereka perlu 
saling bergerak dan saling berhubungan dalam hal ini transportasi menjadi bagian 
yg integral/tidak terpisahkan dari suatu fungsi masyarakat yang menunjukan 
hubungan yang sangat erat dengan jangkauan dan lokasi dari kegiatan yang 
produktif. 
Tarif (ongkos) menjadi hal yang penting mempengaruhi seberapa besar 
minat masyarakat untuk menggunkan moda transportasi bus ekonomi, sebab itu 
lah pemerintah menetapkan kebijakan tersebut dengan menegeluarkan peraturan 
tarif batas atas dan batas bawah. Penetapan oleh pemerintah dalam pandangan 
hukum islam disebut al tas‟ir al jabari. 
Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan tersebut transportasi harus 
terjangkau serta berkeadilan bagi semua masyarakat. Bus ekonomi erat kaitannya 
dengan manfaat pemindahan orang dari suatu tempat ketempat lain. Dalam hal ini 
disebut dengan jual beli jasa, yang dalam pandangan Islam disebut dengan ijarah.  
Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti tarif ditetapkan oleh 
pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi biaya oprasional 





Yang dituangkan dalam Peraturan Gubenur mengenai tarif batas atas dan 
tarif batas bawah angkutan dalam profinsi dengan bus ekonomi. Pemerintah dirasa 
cukup adil dalam menetapkan tarif karena telah mempertibangkan berbagai aspek 
serta mengakomodir  kepentingan semua pihak. 
Pada praktik pelaksanaan di lapangan harga tarif ditetapkan berbeda-beda 
dengan klasifikasi pelajar/mahasiswa, guru, PNS, serta masyarakat umum, dengan 
tarif yang berbeda-beda. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan  yang berlaku.  
Tarif yang ditetapkan dirasa terlalu membebani oleh masyarakat, dengan 
penambahan tarif mulai dari Rp.5000, - Rp.30000, dari tarif normal, dianggap 
merugikan pengguna jasa transportasi tersebut. Kenaikan tarif paling besar 
ditetapkan kepada penumpang umum yang jarang atau bahkan tidak pernah naik 
bus, mulai dari Rp.10000, – Rp.25000,  karena mereka tidak memiliki informasi 
yang utuh terkait tarif yang berlaku. Sedang kalangan pada pelajar kenaikan hanya 
pada kisaran Rp.5000, - Rp.10000.  
Karena tidak adanya kerelaan dari konsumen dengan tarif tersebut dan 
selalu terkesan ada unsur pemaksaan. Intimidasi juga sering dirasakan oleh 
penumpang bus, berupa pemaksaan, kata-kata keras dengan raut wajah marah, 
sehingga membuat penumpang merasa tidak nyaman. 
Masyarakat menilai kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan didalam bus 
berupa tempelan tarif didalam bus, terhadap tarif yang sebenarnya menjadi celah 





pengawasan pemerintah juga dirasa sangat kurang dalam proses mengwasi 
pemberlakuan tarif tersebut.    
Namun pemilik jasa kendaraan berpendapat  tarif ini merupakan tarif yang 
sesuai dan umum, dirasa demkian karena semakin menurunnya jumlah 
penumpang yang berpergian menggunakan bus, sehingga menurunkan jumlah 
pendapatan mereka. Hal ini berimbas pada setoran yang menurun kepada pemilik 
kendaraan. Pemilik jasa juga berpendapat biaya perawatan mobil berupa suku 
cadang  mobil yang harganya sudah semakin tahun semakin naik, sehingga 
mereka menaikan tarif tersebut. 
Hal lainnya juga sebagian besar pemilik jasa/kondektur bus tidak 
mengetahui peraturan yang dikeluarakan oleh pemerintah profinsi tentang tarif 
batas atas dan tarif batas bawah angkutan umum bus ekonomi. Mereka menilai 
pemerintah kurang dalam mensosialisasikannya. 
Sehingga pemilik jasa/kondektur menaikan tarif dengan sekenanya, jika 
penumpang tidak komplain maka mereka menetapkan tarif dengan tinggi, 
namun jika penumpang komplen maka tarif bisa diturunkan sesuai dengan nego 
di bis. Yang menjadi standar yaitu apakah penumpang sering naik bus/langganan 
atau hanya sesekali naik untuk suatu urusan. Seperti pelajar, mahasiswa, PNS, 
wiraswata mereka sudah terbiasa naik bus ekonomi maka tarifnya agak murah, 







B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubenur 
Lampung No 06 Tahun 2016  Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum 
Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu 
  Metode dalam menggali hukum Islam pada penulisan skripsi ini 
menitikberatkan pada prinsip Al Maqasid Al-Shariah  yaitu melihat sejauh mana 
akad dan transaksi yang dilaksanakan telah mencerminkan tujuan syariah yaitu 
suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan 
manusia yang  berazazkan menarik manfaat  dan menjauhkan dari kemafsadatan.   
Pelaksanaan penetapan harga dalam pandangan hukum Islam disebut 
denga al- tas‟ir al jabari, yaitu pemerintah menetapkan harga suatu komoditas 
tertentu, serta memberakukannya dalam transaksi warganya. Ulama berbeda 
pendapat tentang  penetapan harga tersebut oleh perintah. Sebagian ulama 
melarang seperti Ibnu Qudamah, Sayyid Sabiq, Imam An Nabani, Serta Sebagian 
Ulama Madzhab Syafi‟i, Hanbali Dan Maliki, dengan dalil Qur‟an surat An-Nisa 
ayat 29: 
 ٍَع اةَش  َِجت ٌَ َُٕكت ٌَأ َٰٓ َِّلَإ ِمِط  َب أنِٱب ىَُكُ أَيب ىَُكن  َٕ أَيأ ْا َٰٕٓ ُهُك
أَأت َلَ ْإَُُياَء ٍَ يِزَّنٱ َا َُّٓيأَٰٓ  َي
 أَقت َلَ َٔ   أىُكُ ِّي ٖضاََشت ٌَّ ِإ  أىُكَُسفََأ ْا َٰٕٓ ُ ُهتللها ا  ً يِحَس أىُِكب ٌَ اَك٩٥   
 
 Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.104 
Menurut sebagian ulama tas‟ir bertentangan dengan nash-nash yang 
terdapat di dalam Al-Qur‟an dan hadis sebab ta‟sir bermakna pemaksaan atas 
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penjual dan pembeli untuk berjual beli. Ini melanggar kepemilikan atas harta 
miliknya karna ia berhak menjual barang dengan harga yang ia sukai.  
Sebagian ualam pun membolehkan tas‟ir bahkan wajib menetapkan harga 
jika terjadi kenaikan harga meskipun barang mencukupi. Alasan yang 
dikemukakan bahwa pemerintah di dalam Syariat Islam dibrikan kewenangan 
untuk kemaslahatan serta keadilan bersama. Terlebih lagi kenaikan harga 
diakibatkan oleh  manusia bukan murni mekanisme panawaran dan permintaan 
yang  dianggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.   
Inetervensi harga oleh pemerintah baru dapat dilakukan  jika 
kesejahteraan masyarakat umum terancam atau terjadinya kesewenang-wenangan 
yang terjadi dalam penentuan harga pasar yang menimbulakn kemadhorotan bagi 
masyarakat.   
 Dalam penetapan harga tarif angkutan umum yang diberlakukan oleh 
pemerintah daerah dalam hal ini tertuang dalam Pertaturan Gubenur Lampung No 
06  Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Pengaturan Tarif Batas Atas Dan Batas 
Bawah Angkutan Penupang Antar Kota Dalam Profinsi Dengan Mobil Bus Kelas 
Ekonomi di Profinsi Lampung, hal ini telah sesuai  dan memenuhi syarat yang 
ditepakan oleh ulama yang membolehkan pemberlakuan Al Tas‟ir al Jabari. 
Penetapan tarif dilakukan untuk melindungi seluruh kepentingan pihak 
baik masyarakat, dalam hal ini konsumen, pemilik jasa, agar tercipta keadilan 
bersama. Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penentuan tarif 
angkutan bus ekonomi oleh pemilik jasa kendaraan terhadap penumpang dalam 





yang di tawarkan konsumen tidak terlalu rendah sehingga berakibat rugi bagi 
pemilik bus/penyedia jasa.  
Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya bin Umar yang menyatakan 
pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab kesejahteraan 
umum. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi berpendapat jika penentuan harga 
menimbulkan keadilan bagi masyarakat,  di mana hak masyarakat harus 
dilindungi dari kerugian akibat ketidak seimbangan harga,  seperti menetapkan 
undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi maka hal ini dibolehkan 
dan wajib diterapkan. 
Melihat praktik jasa tranpostasi dalam hal ini bus kelas  ekonomi  trayek 
Bandar  Lampung- Pringsewu, sangat berkaitan dengan jasa ijarah, yang mana jasa 
(ijarah) di perbolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana al-Qur‟an surat al-
baqarah ayat 233: 
…                         
           للها     للها            
Artinya: “…dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan.”(Qs. Al-Baqarah: 233)105 
Ayat di atas tentang kebolehan mengambil upah atas manfaat namun pada 
realita di lapangan, pelaksanaan tarif yang diberlakukan oleh pemilik jasa bus 
kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu tidak sesuai dengan yang 
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ketentuan akad ijarah yang berlaku,  ada beberapa alasan mengapa  akad ijarah 
ini tidak dibenarkan. 
 Pertama, tidak terpenuhinya rukun ijarah (jual beli jasa), jumhur ulama 
bersepakakat diantara rukun ijarah yaitu adanya kerelaan diantara kedua belah 
pihak yang berakad, namun pada praktik di lapangan banyak sekali ditemukan 
unsur pemaksaan dalam transaksi oleh kondektur bus ekonomi, terhadap 
penumpang bus dalam menetapkan tarif yang terkadang di pemaksaan dilakukan 
dengan nada tinggi, raut wajah marah, sehingga konsumen terpaksa membayar 
tarif/ongkos tersebut dengan terpaksa dan berat hati. Hal ini bertentangan dengan 
Nash Al- Qur‟an Q.S An-Nisa ;29-30 sebagai berikut: 
 ِزَّنٱ َا َُّٓيأَٰٓ  َي ٍَع اةَش  َِجت ٌَ َُٕكت ٌَأ َٰٓ َِّلَإ ِمِط  َب أنِٱب ىَُكُ أَيب ىَُكن  َٕ أَيأ ْا َٰٕٓ ُهُك
أَأت َلَ ْإَُُياَء ٍَ ي
 ٌَّ ِإ  أىُكَُسفََأ ْا َٰٕٓ ُ ُهت أَقت َلَ َٔ   أىُكُ ِّي ٖضاََشتللها ا  ً يِحَس أىُِكب ٌَ اَك٩٥   
  سَا  ِّ ِيه أُصَ َف ٕأ ََسف ا  ً أُهظ َٔ  ا  َ  َٔ أذُع َِكن
 َر أمَع أَفي ٍَي َٔ َىهَع َِكن
 َر ٌَ اَك َٔ   اللهاا اشيَِسي 
Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 
 Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka 
Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah 
mudah bagi Allah.”106 
Ayat di atas menjelaskan tentang wajib dalam bermuamalat dilakukan 
dengan kerelaan diantara kedua belah pihak antaradim minkum, dan melarang 
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transaksi yang dapat merugikan satu pihak dan meguntungkan pihak yang lain. 
Tindakan kesewenang-wenagan dan pemaksaan dalam transaksi sangat dilarang 
dalam syariat Islam. Melihat penetapan tarif yang dibebankan terhadap 
penumpang bus hanya menguntungkan satu pihak yaitu pemilik bus dan 
mendzalimi pihak lain.  
Pendapat Imam Asy-Syafi‟i dalam Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa 
kerelaan menjadi  syarat jual beli. Jika tidak ada kerelaan kedua belah pihak maka 
jual beli tidak sah. Meskipun pendapat ini berbeda dengan jumhur, Malik, Abu 
Hanifah, Ahmad dan para pengikutnya. 
 Kedua, adanya ketidak jujuran oleh  kondektur bus terhadap tarif  yang 
ditetapkan terhadap penumpang bus. Normalnya tarif dengan satu jarak tempuh, 
jam, dan bus yang sama tarif ditetapkan sama. Namun tarif ditetapkan berbeda-
beda sesuai dengan keinginan kondektur bus. Hal ini tidak sesuai dengan syarat-
syarat upah dalam transaksi ijarah yaitu, upah harus diketahui secara jelas oleh 
kedua belah pihak yang bertansaksi sejak awal, dalam artian tidak boleh ada 
kebohongan atau tadlis. Hal ini disebapkan ketidaktahuan salah satu pihak yang 
mengetahui informasi, terhadap harga yang ditetapkan dah harus sesuai dengan 
harga yang berlaku dipasar. Kemudian melihat kaidah fiqih: 
          ُلاَُزي ُسَش َّضنا 
Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan”107 
Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari 
idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Termasuk 
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dalam transaksi jual beli jasa, transaski yang kemungkinan terjadinya bahaya 
(kerugian) pada orang yang belum berpengalaman dalam melakukan jual beli, 
sehinggga ia rentan menjadi korban penipuan dan terdzalimi.
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 Ketiga, tarif yang ditetapkan kepada penumpang bus tidak sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubenur 
Lampung No 06 hal ini tidak dibenarkan merujuk pada Al-Qur‟an surat An-Nisa 
ayat 59: 
 ْإُعيَِطأ ْا َٰٕٓ َُُياَء ٍَ يِزَّنٱ َا َُّٓيأ
َٰٓ  َيللها ٌَِئف ۡۖ أىُكُِي ِش أَي ألۡٱ ِين ْٔ ُأ َٔ  َلُٕس َّشنٱ ْإُعيَِطأ َٔ
َىِنإ ُِٔ ُّدَُشف ٖء أيَش ِيف أُىت أعَز  ََُتللهامنِٱب ٌَ ُُِٕي أُؤت أُىتُُك ٌِإ ِلُٕس َّشنٱ َٔللها  ِو ٕأ َي أنٱ َٔ
 أَأت ٍُ َس أَحأ َٔ  ٞش أيَخ َِكن
 َر  ِشِخَٰٓ ألۡٱ الًئِ٩٥   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”109 
Ayat di atas menjelaskan tentang ketaatan rakyat terhadap pemimpin 
dikalangan orang mukmin adalah kewajiban, salah satunya mematuhi perundang-
undangan yang  berlaku disuatu daerah. Selagi peraturan tersebut tidak untuk 
bermaksiat pada Allah.
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“ Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan 
penumpang dalam pemberian pelyanan kepada pengguna jasa/penumpang dengan 
menaikan tarif melebihi ketentuan tarif yang berlaku”.111 
Dalam pasal ini jelas menaikan tarif di atas peraturan merupakan 
pelanggaran sekaligus ketidak taatan terhadap peraturan pemerintah/pemimpin. 
Keempat, pemerintah menetapkan tarif angkutan umum untuk 
menciptakan keadilan dan meninggalkan unsur-unsur penganiyaan dalam 
transaksi, termasuk dalam menentukan harga. Harga yang adil yaitu harga yang 
tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu 
pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Meskipun begitu hal ini tidak 
diterapkan oleh pemilik bus  yang mana penumpanglah yang dirugikan dan tidak 
ada pilihan lain jika mau menolak. Padahal Islam mengajarkan untuk bersikap adil 
kepada semua.  
Hal ini sesuai dengan Al-Qur‟an surat Hud  ayat 85 : 
 َأ َساَُّنٱ ْإُسَخ أَبت َلَ َٔ  ِۡۖظ أِسق أنِٱب ٌَ اَزي ًِ أنٱ َٔ  َلَاي أك ًِ أنٱ ْإُف ٔأ َأ ِو ٕأ َق  َي َٔ َلَ َٔ  أُىَْءََٰٓاي أش
 ٍَ يِذِس أفُي ِض أَس ألۡٱ ِيف ْا ٕأ َث أَعت٥٩  
Artinya: ”Dan Syu´aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-
hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 
membuat kerusakan”.112 
Dalam tafsir Al Misbah bahwa dijelaskan perinta untuk berlaku adil. Pada 
ayat sebelumnya Quraish Shihab menyebutkan dalam tafsirnya berlakulah adil 
terhadap Allah dengan mengesakan-Nya, di lanjutkan pada ayat ini, yaitu perintah 
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berlaku adil kepada manusia. Termasuk dalam transaksi muamalah agar 
menghindari tindak kecurangan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi 
pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang 
normal dan pembeli jasa memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang 
dibayarkan. Dalam hal ini pemilik jasa bus terkesan mengesampingkan hal ini, 
dengan tidak berbuat adil pada penumpangnya dengan menetapkan tarif diatas 
yang seharusnya.  
Menurut penulis, pemilik jasa bus ekonomi yang dalam hal ini kondektur 
bus dalam menetapakan tarif seharusnya dengan sewajarnya saja, mengingat tarif 
ini penting untuk menarik minat masyarakat agar mau menaiki bus ekonomi. Jika 
penetapan tarif terus dilakukan dengan tidak mempertimbangkan peraturan serta 
kemampuan daya beli masyarakat maka bukan tidak mungkin masyarkat akan 
beralih pada moda transportasi lain. Peningkatan pelayanan serta kualitas mobil 













 PENUTUP   
A. Kesimpulan 
Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji dengan 
analisis hukum Islam, maka dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan  penetapan harga yang sesuai dengan Peraturan Gubenur No. 
06 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Antar 
Kota Dalam Dan Luar Profinsi Dengan Bus Ekonomi yaitu tarif  batas 
bawah Rp.7000 dan tarif atas Rp. 14000. Tetapi, realita yang terjadi di 
lapangan  pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung No.06 Tahun 2016 
tidak dilaksanakan dengan demikian tarif ditetapkan dengan mekanisme 
yang berbeda tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Penetapan yang 
dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan ketentuan syarat yang 
membolehkan al tas‟irul al  jabari oleh ulama. 
2. Pandangan hukum Isam terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubenur Lampung 
No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif  bus kelas ekonomi trayek 
Bandar Lampung- Pringsewu yang dilakukan oleh penyedia jasa bus tidak 
sesuai dengan Hukum Islam karena belum mencerminkan prinsip-prinsip 
Hukum Islam dalam bermuamalat, analisis yang digunakan adalah dengan 





a. Adanya ketidak jujuran dari pihak penyedia jasa angkutan umum terhadap 
penumpang dalam menetapkan tarif, sebagaimana harga yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah/peraturan perundang-undangan. 
b. Adanya kecurangan yang di lakukan oleh pihak penyedia jasa yaitu 
memberikan harga yang terlampau tinggi sehingga  masyarakat merasa 
terbebani. 
c. Adanya ketidak relaan antara penjual dan pembeli jasa dalam hal ini 
penumpang dikarenakan unsur pemaksaan, sehingga menyebabkan pembeli 
tidak ridha dengan jasa yang ia bayarkan. 
d. Pada proses jual beli jasa yang sudah peneliti ungkapkan dalam bab II yaitu 
sewa-menyewa jasa, rukun dan syaratnya harus terpenuhi yaitu meliputi  
orang yang berakad, sighat, ujrah/ manfaat serta adanya kerelaan  dari 
semua pihak, dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh 
syariat. 
B. Saran 
Berdasarkan analis data di lapangan dan telah didapatkan kesimpulan 
bahwa pelaksanaan Peraturan Gubenur No.  06 belum sesuai dengan Hukum 
Islam yaitu penetapan tarif yang dilakukan oleh pemilik jasa belum sesuai 
dengan akad ijarah. Maka peneliti memiliki saran yaitu: 
1. Untuk pemilik jasa angkutan umum, perlu adanaya kesadaran bersama 
untuk menjalan kan peraturan penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah ini, agar tidak merugikan konsumen serta meningkatkan kualitas 





yang tidak terlalu lama, agar semakin banyak masyarakat yang berlaih ke 
moda transpotasi umum, utamanya  bus kelas ekonomi. 
2. Bagi penumpang agar mencari tahu tarif sebenarnya, sebelum berkendara 
dan tidak dengan mudah mnuruti tarif yang dibebankan. Melaporkan 
kepada petugas pengawas dalam hal ini Direktorat Jendral Perhubungan  
Darat agar ada tindakan tegas terhadap oknum bus.   
3. Bagi Pemerintah agar melakukan sosialisasi dengan masif agar semua 
pihak mengetahui tarif yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting 
pengawasan dilapangan secara menyeluruh dan berkala, tidak hanya pada 
momen tertentu saja. Agar tidak terjadi pelanggaran serta penerapan sanksi 
yang tegas terhadap para pelanggar. 
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